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Abstract
The purpose of the article are to analyze the development of the meaning of the principle of secret balance confidentiality of HIV / AIDS patients and analyze the ideal construction of its application in Indonesia. It is normative research.  Confidentiality does not change as Hippocrates Oath, including HIV/AIDS confidentiality. Application of the HIV/AIDS confidentiality develops in conformity with the development of values ​​in society and medicine. The obligation to keep this secret is not an absolute obligation but a prima facie, until there is a greater obligation to be undertaken such as to protect the sexual partner or to protect the public interest. This principle of balancing is a generally principle. The Balance of Medical Confidentiality is a certainty of protection for humans, in this case health workers /doctors and PLWHA and also must be able to restore the balance of disturbed community order in the original state. The development of the meaning of the balancing of Medical Confidentiality in HIV/AIDS sufferers has taken place in the effort of combating HIV/AIDS embodied in the principles that include Councelling, Consent, Confidentiality, diagnosis Correct Test with the consequence to Conect to health service to Care Support and Teratment (5C). The ideal construction of the balancing HIV confidentiality is an effort to overcome the still-sensitive issues of high stigma and discrimination against PLHIV and the key population which is an obstacle to the decline in HIV / AIDS rates. The existence of punitive and criminal regulations causes barriers to test in health services. It's should be reviewed or deleted in order to reduce the barriers to the reach of health services in HIV/AIDS cases. 
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Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisa perkembangan makna prinsip keseimbangan  pasien HIV / AIDS dan menganalisa konstruksi ideal di Indonesia. Penelitian bersifat normatif. Kerahasiaan tidak berubah seperti Sumpah Hippocrates, termasuk kerahasiaan HIV / AIDS. Penerapan kerahasiaan HIV / AIDS berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan kedokteran. Kewajiban menjaga rahasia ini bukanlah kewajiban mutlak tapi bersifat prima facie, sampai ada kewajiban yang lebih besar untuk dilakukan seperti melindungi pasangan seksual atau untuk melindungi kepentingan umum. Prinsip keseimbangan ini adalah prinsip umum. Keseimbangan Kerahasiaan Kedokteran merupakan kepastian perlindungan bagi manusia, dalam hal ini petugas kesehatan / dokter dan ODHA dan juga harus mampu mengembalikan keseimbangan ketertiban masyarakat yang terganggu. Perkembangan makna keseimbangan rahasia kedokteran pada penderita HIV / AIDS telah terlaksana dalam upaya pemberantasan HIV / AIDS yang tercakup dalam asas yang mencakup Konseling (Councelling), persetujuan (Consent), kerahasiaan (Confidentiality), test yang benar (Correct Test) dengan konsekuensi dihubungkan ke layanan , dukungan dan terapi (Conect to health service to Care and Treatment). Pembangunan yang ideal untuk menyeimbangkan kerahasiaan HIV adalah upaya untuk mengatasi isu-isu stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan populasi kunci yang merupakan hambatan bagi penurunan tingkat HIV / AIDS. Adanya peraturan hukum yang bersifat punitif dan kriminal menyebabkan hambatan dalam melakukan tes kesehatan. Ini harus ditinjau atau dihapus untuk mengurangi hambatan terhadap jangkauan layanan kesehatan dalam kasus HIV / AIDS.
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A. Latar Belakang 
Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada satu sisi era informasi sekarang ini, setiap orang harus dan berhak atas informasi yang menyangkut diri pribadinya. Sebagai akibat hak atas informasi dari pasien (the right to information) terdapat pula kewajiban dokter untuk memberikan informasi kepada pasiennya. Pasien berhak untuk memutuskan sendiri, untuk mempergunakan haknya atau tidak (Oetama dan Fred Ameln, 1981: 36). Seorang  dokter atau tenaga kesehatan bisa berada dalam keadaan dilema jika penyakit yang diderita pasien itu juga membahayakan masyarakat sekitarnya seperti HIV/AIDS, sementara pasien tidak memberikan  persetujuan  untuk diungkapkan rahasianya (Muhhamad Taufik, 2011: 426).

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) pertama kali dikenali di Amerika Serikat pada musim panas tahun 1981, ketika U.S Centers for disease Control and Preventing (CDC) melaporkan suatu kasus radang paru Pneumunocystis carinii yang tidak dapat dijelaskan terjadi berulang pada lima homo seksual di Los Angeles dan kasus Sarcoma Kaposi pada dua puluh enam homo seksual di Los Angeles dan New York( Harrison, 2003: 1076). 
AIDS adalah penyakit yang merusak pertahanan tubuh seseorang untuk melawan penyaki yang disebabkan oleh virus yang disebut HIV (Human Immunodeficiency Virus). Penularan diketahui hanya melalui tiga cara yaitu, pertama melalui kontak dengan darah, cairan semen dan cairan vagina dengan lapisan lendir. Kedua, suntikan atau transfusi darah atau produk darah dan yang ketiga adalah penularan vertikal dari ibu yang terinfeksi kepada janinnya (Pinski Laura and Douglas Paul Harding, 2003: 4-9).

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan jumlah kasus baru di Indonesia dari Januari sampai dengan Maret 2016 kasus HIV didapatkan 7.146 dan kasus AIDS 305. Penularan melalui hubungan heteroseksual 47 %, Laki-Laki seks dengan Laki-Laki (LSL) 25%, Pengguna Obat Terlarang dengan suntikan (Penasun) 3 % dan lainnya 25%. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memunginkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomis dan sosial.” Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasakan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional ( M. Sadi Is, 2015; 51). 
Dilema hukum yang utama dalam kasus HIV / AIDS adalah menentukan ketika kebutuhan untuk melindungi orang lain, seperti pasangan seks pasien yang kemungkinan menularkan  HIV, dengan hak kerahasiaan pasien atau dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi penularan (Lin Laura and Liang Bryan A. 2005 : 1).
Kasus-kasus yang hilang atau lolos ditindaklanjuti, akan menjadi sumber penularan sehingga menyebabkan penggulangan HIV/AIDS semakin terhambat. Pedoman-pedoman etik dan hukum saat ini sudah cenderung untuk berpihak pada kepentingan masyarakat, namun hukum yang bersifat punitive akan menghambat penanganan penyakit ini ( UNAIDS, 2010). Masalahnya adalah dalam praktek penanganan HIV AIDS ini banyak pasien yang sudah bilang untuk tidak membuka rahasia status HIVnya kepada orang lain baik itu keluarga, LSM pendamping, masyarakat bahkan kepada pasangan seksualnya. Secara etik, sudah disebutkan bahwa bila seorang tenaga kesehatan menemukan kasus HIV dia wajib memberitahu pasien untuk membuka statusnya pada pasanganya apabila tidak memberitahukannya maka tenaga kesehatan dapat dibenarkan untuk memberitahukan kepada pasanganya tersebut (Williams, John R, 2006: 45). 
Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan makna prinsip keseimbangan dalam rahasia kedokteran terkait pasien HIV/AIDS dan bagaimana kontruksi ideal penerapan prinsip keseimbangan dalam rahasia kedokteran penderita HIV/AIDS . Adapun tujuannya adalah ntuk menganalisis perkembangan makna prinsip keseimbangan dalam rahasia kedokteran terkait pasien HIV/AIDS dan menganalisis kontruksi ideal penerapan prinsip keseimbangan dalam rahasia kedokteran penderita HIV/AIDS di Indonesia. 
B. Metode 
Penelitian ini termasuk sebagai penelitian doktrinal. Dari sudut sifatnya penelitian ini bersifat eksploratif. Data yang digunakan adalah studi kepustakaan. 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perkembangan makna prinsip keseimbangan rahasia kedokteran pasien HIV/AIDS 


Sampai tahun 2013 kebijakan tentang mitigasi masih sangat kurang. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Indonesia meluncurkan Strategi HIV/AIDS yang memilik 7 prioritas meliputi; (1) pencegahan, (2) pengobatan, perawatan dan dukungan, (3) surveilans , (4) riset tentang HIV/AIDS dan dampaknya, (5) lingkungan dan hak asasi, (6) koordinasi pemerintah serta (7) program yang berkelanjutan. 
Pada tahun 2006, Presiden Bambang Susilo Yudoyono mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No.75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulanan AIDS Nasional. Perpres memberi amanat kepada KPAN yang baru untuk meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan AIDS, serta melakukan langkah-langkah strategis sebagai respon yang ditujukan untuk mengurangi peningkatan kasus baru dan kematian. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 124 tahun 2016KPAN akan mengakhiri tugasnya pada akhir tahun 2017.
Beberapa studi mengkaji perda di tingkat Provinsi misalnya, studi Kebijakan Program HIV/AIDS di Jogja yang dilakukan oleh Latief MS pada tahun 2005 seperti yang dilaporkan situs Kebijakan AIDS Indonesia menyimpulkan bahwa (i) Kepedulian/keterlibatan DPRD lebih bersifat individuil, belum kelembagaan, (ii) HIV/AIDS belum menjadi prioritas DPRD (TBC dan DBD), (iii) Belum ada kebijakan tegas (perda), (iv) Renstrada DIY 2004-2008 tidak menyentuh HIV/AIDS, dan (v) Dorongan lebih banyak dari pemerintah pusat. Pada tingkat kabupaten seperti yang dilaporkan Isna pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa kebijakan Program HIV/AIDS di Banyumas yang menunjukkan adanya inkonsistensi Propeda, renstra dinas kesehatan, rencana penanggulangan HIV/AIDS. Renstra dinas kesehatan lebih merupakan dokumen administratif, penyusunan elitis dan kurang matang. Beberapa kegiatan dalam rencana penanggulangan tidak dilaksanakan dinas kesehatan lebih mementingkan menjaga citra daerah. 
Rahasia kedokteran yang menyangkut status HIV/AIDS sangat sensitif untuk dibuka seperti contoh kasus dibawah berikut ; 
Kasus Nyonya Julia A. Bunjamin di jakarta, melalui pengacaranya, ia pun menempuh jalur hukum menggugat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) kepada Laboratorium Klinik dan dokternyake Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Menurut Ny. Julia, kedua dokter telah melakukan kesalahan analisis klinik yang mengakibatkan dirinya trauma. Betapa tidak, akibat diagnosis HIV + , rumah tangganya berantakan dan bayangan kematian selalu di depan mata. ((http://www.hukumonline.com /berita/baca /hol6690 /divonis-mengidap-hivaids-pasien-gugat-dua-dokternya)
Seseorang yang terdiagnosis HIV/AIDS akan merasakan stigmatisasi yang luar biasa oleh karena masyarakat masih menganggap bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit yang hina. Isu yang sangat penting dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah Stigma. Merujuk pada istilah Yunani kuno adalah suatu tanda perlukaan atau pembakaran kulit pada seorang kriminal, budak atau pengacau sebagai cap atau penanda seorang yang tidak bermoral dan harus dijauhi. Ahli sosiologi Erwing Gofmaan mendefinisikan stigma sebagai suatu diskredit pembedaan sosial yang menurunkan derajat atau suatu pembusukan identitas. Ada dua komponen utama suatu stigma yaitu pembedaan dan penurunan derajat." (Stutterheim Sarah E., 2011:  3-6)
Stigma dan diskriminasi baik dilayanan kesehatan maupun ditempat lain menghambat orang, termasuk tenaga kesehatan, untuk mengakses layanan pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS serta menghambat mereka untuk mengadopsi perilaku kunci untuk pencegahan HIV. Ada tiga penyebab utama yang disebabkan oleh stigma di layanan kesehatan yaitu; kurangnya kesadaran diantara petugas kesehatan tentang bagaimana bentuk stigma dan mengapa hal tersebut merusak; ketakutan akan kontak kasual yang berasal dari kurangnya pengetahuan yang lengkap tentang penularan HIV; serta hubungan antara HIV dengan perilaku yang dianggap amoral atau tidak patut. Untuk menghilangkan stigma yang ada di layanan kesehatan, intervensi yang dilakukan harus fokus pada tingkat individu, lingkungan dan kebijakan (Nyblade Laura at all, ) Dalam kasus pasien HIV positif pembeberan informasi kepada pasangan atau partner seksnya saat itu bukanlah sesuatu yang tidak etis, dan bahkan dibenarkan jika pasien tidak bersedia menginformasikannya kepada orang (orang-orang) tersebut bahwa dia (mereka) dalam resiko. Pembenaran dari pembeberan informasi haruslah berdasar: partner beresiko terinfeksi HIV namun tidak mengetahui kemungkinan terinfeksi; pasien menolak memberi tahu pasangan seksnya; pasien menolak bantuan dokter untuk melakukannya; dan dokter telah mengatakan kepada pasien untuk memberitahu pasangannya (William John R : 42-45).
Penelitian di New York tahun 2008 yang memuat tentang pengaruh dicantumkannya nama penderita HIV/AIDS dalam laporan pengawasan hanya sedikit (5%) menurunkan keinginan untuk melakukan test HIV/AIDS atau menunda test HIV/AIDS . Di Amerika Serikat ada dua pelaporan HIV/AIDS yaitu named base reporting dan non named base reporting tergantung dari masing-masing negara bagian. Penelitian sebelumnya pada tahun 1980-an sampai dengan 1990-an hanya sedikit pengeruhnya terhadap penurunan keinginan untuk tes HIV/AIDS. New York state's HIV/AIDS Reporting and Partner Notification Law ( HIVRPN) efektif diberlakukan , hukum ini mewajibkan laporan nama orang-orang dengan HIV, Penyakit yang berhubungan dengan HIV serta penderita AIDS pada dokter dan laboratorium. Dokter juga wajib memberitahukan penderita untuk memberitahu pasangannya tentang status HIV, tetapi penderita tidak perlu menyampaikan nama pasangan tersebut. Sebelum memberitahukan kepada pasangannya perlu dilakukan penapisan untuk kemungkinan adanya tindakan kekerasan yang menyertai penderita bila status HIVnya dibuka. Hasil lengkapnya dikalangan mereka yang beresiko tinggi terjadi penurunan 5% untuk test HIV, sedangkan pada program yang didukung oleh lembaga donor Medicaid dan program kesehatan ibu dan anak tidak terjadi penurunan (Tosoreiro James S, et all, 2008, Vol 98, No.4.). Dalam keadaan luar biasa pasien bisa dipaksa untuk membuka rahasia statusnya guna melindungi masyarakat atau orang lain (Boyd Kenneth M , 1992:18,173-179,.). 
Pada tahun 2012, setelah kasus R vs Mabior, Mahkamah Agung Kanada memutuskan bahwa orang yang hidup dengan HIV/AIDS (ODHA) harus mengungkapkan status HIV mereka kemitra seksual sebelum aktivitas seksual yang menimbulkan '' kemungkinan penularan yang realistis '' . Mahkamah Agung menganggap bahwa kewajiban untuk mengungkapkan bisa dihindari jika seseorang yang hidup dengan HIV/AIDS, menggunakan kondom dan memiliki viral load rendah saat berhubungan seks vaginal. Ini adalah salah satu standar hukum kriminal paling ketat  pada kasus membuka rahasia  HIV/AIDS di seluruh dunia dan telah menghasilkan penuntutan ODHA di Kanada tingkat tinggi. Petugas kesehatan masyarakat berpendapat bahwa terlalu luasnya  penggunaan hukum pidana terhadap ODHA melemahkan usaha untuk menjangkau  individu dalam pemeriksaan kesehatan dan mempersulit posisi gender wanita dengan HIV/AIDS dalam perawatan HIV/AIDS . Preseden hukum Kanada untuk penuntutan pembukaan rahasia HIV telah dimulai sejak akhir 1980-an, ODHA di Kanada menghadapi risiko tuntutan pidana jika mereka tidak mengungkapkan status HIV mereka sebelum hubungan seksual. Pada tahun 1998, masalah ini muncul sebelum Mahkamah Agung Kanada/ Supreme Court of Canada (SCC) di R. v. Cuerrier ('' Cuerrier''), yang menemukan bahwa ada kewajiban untuk mengungkapkan kapan hubungan seksual Kegiatan menunjukkan '' risiko yang signifikan '' menularkan HIV/AIDS. Dalam hal ini, seorang pria HIV-positif di British Columbia didakwa dengan penyerangan seksual setelah diduga tidak mengungkapkan status HIV-nya sebelum hubungan seksual tanpa kondom dengan dua wanita. Sejak Cuerrier, tuntutan pidana telah dibawa atas dasar tidak membuka status HIV , terlepas dari apakah ada atau tidak penularan HIV terjadi, atau apakah niat untuk menularkan. Putusan SCC pada kasus Cuerrier meninggalkan banyak skenario yang akan menentukan sehubungan dengan ambang batas '' risiko yang signifikan ''. Misalnya, relevansi penggunaan kondom untuk mengurangi risiko penularan HIV pada kasus Cuerrier, dan aplikasi serta interpretasi dari hukum bervariasi di seluruh wilayah hukum dan kasus di tahun-tahun berikutnya. Namun, dalam setidaknya empat kasus pidana setelah Cuerrier, dianggap bahwa '' risiko yang signifikan '' penularan HIV (dan hukum kewajiban untuk mengungkapkan) dihindari jika kondom digunakan .
Pada kasus R vs Mabior, pengadilan memutuskan bahwa dalam keadaan di mana kondom yang melindungi hubungan penis-vagina terjadi dengan viral load rendah (1500 copy/mL), kemungkinan yang realistis penularan HIV/AIDS akan dinegasikan, dan tanggung jawab pidana untuk non-disclosure akan dihindari. Namun, pengadilan meninggalkannya jelas apakah alasan ini akan berlaku untuk tindakan seksual lainnya selain seks vaginal. SCC menemukan bahwa tidak memberitahukan status HIV sebelum melakukan hubungan seks yang menimbulkan kemungkinan yang realistis penularan HIV/AIDS  sebagai penipuan yang merusak persetujuan untuk seksual aktivitas. Hubungan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal seumur hidup penjara dan akan di daftar sebagai penyerangan seksual dalam Sex Nasional Offender Registry. (Patterson SE et al., 2015, 18:20572)
Di Indonesia masih banyak Peraturan Daerah (Perda) yang memuat hukuman pidana. Pasal 27 Peraturan Daerah Propinsi Bali nomor 3 tahun 2006 tentang penanggulangan HIV/AIDS memuat hukuman kurungan 6 tahun atau denda 50 juta untuk. Pasal 29 Peraturan Daerah Propinsi DKI nomor 5 tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV/AIDS menyebutkan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah, khususnya pelanggaran tentang rahasia kedokteran yang ada di Pasal 17 dan Pasal 18 Perda ini. Pasal 40 Peraturan Daerah Propinsi Papua nomor 8 tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS juga memuat hukuman pidana kurungan 6 bulan atau denda sebesar 50 juta rupiah. Subyek norma hukum pidana tersebut menjadi sangat terbatas dan spesifik. Sebagai suatu rumusan, ia akan menjadi rumusan yang preskriptif, namun dalam penerapannya, ancaman pidana akan menakuti orang untuk tes HIV. Pengetahuan akan status HIV diri akan menjadi pintu masuk sebagai subyek delik pidana tersebut. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, aspek preventif akan bekerja alamiah mencegah orang untuk masuk dalam rumusan delik. ( Pusat Penelitian HIV/AIDS Atma Jaya, 2016)
2. Konstruksi Ideal Penerapan Prinsip Keseimbangan Dalam Rahasia Kedokteran Penderita HIV/AIDS di Indonesia.
Ide mengenai keadilan telah berkembang seiring perkembangan manusia, paradigma dan nilai-nilai  yang dianutnya. Keadilan berasal dari kata 'adil' yang merupakan serapan dari bahasa Arab 'al-'adl' yang sangat dekat maknanya dengan kata 'al-qisth' yang berarti lurus dalam jiwa , tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, berhukum dengan kebenaran, tidak zalim, seimbang, setara dan sebagainya. Dalam Bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sementara keadilan berarti sifat (perbuatan, kelakuan) yang adil, tidak berat sebelah, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. 
John Rawls dalam bukunya 'A Theory of Justice' menyebut konsep keadilian sebagai 'Justice of Fairness' . Menurutnya, masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang dalam hubungan mereka berlaku aturan perilaku yang mengikat dan anggota masyarakat tersebut bertindak sesuai peraturan tersebut. Aturan ini kemudian menentukan aturan kerja sama yang dibangun diantara mereka untuk meningkatkan kebaikan. Masalah utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan  alasan pada sederet prinsip-prinsp yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil, yaitu bagaimana masyarakat tertata dengan baik. (Emmy Latifah, 2015:64-85)
Teori utilitarianisme tentang etika menyatakan bahwa tingkah laku bersifat etis bila membawa paling banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian para utilitarian sampai pada The principle of utility yang berbunyi , "the greatest happiness of the greatest number" (kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang paing besar. ( Kees Bertens: 18-26)
Untuk mencitakan dunia yang beradap ketimpangan-ketimpangan sosial perlu ditata ulang dalam pola kesimbangan yang proposiornal. Karena itu, perlu langkah progresif yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Dari sinilah muncul teori Pound tentang Law as a tool of social engineering. Pertanyaanya lalu muncul, apa yang harus digarap oleh hukum dalam konteks Social engineering itu ?. Jawabanya adalah "menata kepentingan-kepentingan dalam masyaraat". Kepentingan-kepentingan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat yang sedemikian rupa sehingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan. (Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013: 139 - 141)
Kontruksi keseimbangan rahasia pasien HIV/AIDS di Indonesia terlihat pada pelayanan HIV/AIDS di Indonesia yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Peraturan ini dikenal sebagai Layaan Komprehensif dan Berkesinambungan (LKB) dan penerapan Startegy Use of Antiretroviral (SUFA). Pengertian LKB meliputi pengertian Layanan Komprehensif yang berupa  upaya yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat yang membutuhkan. Layanan Berkesinambungan memiliki pengertian pemberian layanan paripurna sejak dari rumah atau komunitas, hingga ke fasyankes (puskesmas, klinik dan rumah sakit) selama perjalanan infeksi HIV/AIDS. 
Menteri Kesehatan republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Konseling dan Tes HIV/AIDS. Konseling dan Tes HIV (KTHIV) merupakan pintu masuk utama pada layanan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan. Dalam kebijakan dan strategi nasional  telah dicanangkan  konsep  akses universal untuk mengetahui status HIV, akses terhadap layanan pencegahan, perawatan,  dukungan  dan  pengobatan  HIV dengan visi getting  to zero, yaitu zero new HIV infection, zero discrimination dan zero AIDS related death. Dalam pelaksanaanya, tes HIV harus mengikuti prinsip yang telah disepakati secara global yaitu 5 komponen dasar yang disebut 5C (informed consent, confidentiality, counseling, correct test results, connections to, care,treatment and  prevention services). Pada Konseling Tes HIV (KTHIV) akan dilakukan konseling pra test dan pasca tes. Pada kedua konseling ini akan dibicarakan tentang kerahasiaan tes dan hasilnya serta semua hal yang berhubungan dengan proses tes tersebut.
Pada tahun 2014, UNAIDS mengeluarkan daftar negara-negara asia pacific yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan para populasi kunci yaitu kaum LSL, Pekerja seksual, pengguna obat-obatan serta mereka yang sudah mengidap HIV/AIDS . Dalam Punitive Law hindering the HIV response in Asia and The Pacific ( October 2014 ) disebutkan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan hukum yang bersifat punitive terhadap kaum LSL Pekerja seksual disebutkan bukan sebagai sesuatu yang ilegal, pada umumnya tidak dilarang tetapi dianggap sebagai pengecualian dan tidak disebutkan adanya kriminalisasi. Bagi pengguna narkoba, Indonesia memiliki hukum yang punitive bahkan ada hukuman mati bagi pengedar narkoba. Beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 negara di Asia dan Pacifik telah mencabut atau merevisi sejumlah kebijakan yang bersifat punitive. Aksi ini akan menolong penderita HIV/AIDS untuk mengakses layanan HIV/AIDS . China telah menghapus pembatasan pendatang yang positif HIV/AIDS, China juga telah menghapus larangan ODHA untuk menjadi pengajar. Indonesia, Malaysia dan Thailand dilaporkan telah meningkatkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan akses terapi Antiretroviral sejak 2004 hingga 2014. (UNAIDS, 2014)
Penelitian di Kenya terhadap 30 wanita penderita HIV/AIDS menunjukkan sepertiga dari mereka yang membuka status HIV/AIDS melaporkan adanya kekerasan fisik dan emosi yang melibatkan pasangan seksual mereka. Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah kekerasan stigma dan pelecehan dalam masalah membuka status. Beberapa wanita mengharapkan pada tenaga kesehatan untuk menurunkan status HIV/AIDS mereka sebagai suatu kesalahan, tetapi dianggap sebagai penyakit (Colombini M et al, 2016:19.20766.)
Asas keseimbangan ini merupakan asas yang berlaku umum tidak hanya berlaku untuk  transaksi terapeutik. Dengan tetap didasarkan pada sumpah Hippocrates , etika medis modern telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menyesuaikan sumpah Hippocrates dengan konteks dan tuntutan dunia modern. Ini adalah standar baku panduan etik medis bagi para dokter di Inggris pada waktu itu.( IDI,  2012)
Keseimbangan rahasia pasien HIV/AIDS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 tahun 2013 tentang Penagggulangan HIV/AIDS serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Konseling dan Tes HIV/AIDS. Pelaksanaan konseling dan tes serta terapi dan dukungan  menerapkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan 5C yaitu Conselling, Informed Consent, Confidentiality, Correct Test and Connect To Care Support and Treatment.
Mahkamah Agung kanada memutuskan bahwa pada kasus-kasus tertentu dimana hubungan seksual kemungkinan penularannya sangat rendah (Realistic of Possibility of HIV Transmission) pada kasus hubungan seksual yang menggunakan kondom dan status viral load sangat rendah  tidak ada kewajiban untuk mengungkap status HIV/AIDS diluar hubungan ini, hubungan seksual harus mengungkap status HIV/AIDS . pelanggaran ini akan dikenakan sangsi sebagai penyerangan seksual. 

Sejak tahun 1998 sampai January 2014 sudah ada 155 orang yang dihukum pidana yang berhubungan dengan tidak mengungkapkan status HIV/AIDS . pada umumnya dikenai pidana sebagai kasus penyerangan seksual (Aggravated Sexual assault). Pada umumnya dilakukan oleh pasangan pria dan wanita dan terjadi kenaikan pada hubungan LSL. UN Special Rapporteur on the rigth to health and Global Commision on HIV/AIDS and The Law mengharapkan pemerintah-pemerintah membatasi penggunaan hukm pidana pada kasus penulara HIV/AIDS. Pada tahun 2012 dicetuskan Oslo Declaration On HIV Criimilastion, gerakan  global yang yang menunjukkan resistensi yang kuat terhadap kriminalisasi pada ODHA. (Canadian HIV/AIDS Legal Network, 2014)
Putusan pengadilan di Inggris, Amerika Serikat, dan Peraturan Daerah provinsi prevalensi tinggi di Indonesia telah memuat sanksi pidana atas perbuatan terkait risiko penularan HIV. Sanksi pidana bukan hanya diarahkan kepada masyarakat secara luas, tetapi sebagian diarahkan khusus kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) yang sudah mengetahui bahwa dirinya HIV positif namun tidak mencegah penularan HIV. Status HIV merupakan salah satu bentuk HAM atas privasi, sementara sebaliknya, kriminalisasi penularan HIV secara naif menempatkan unsur kesalahan pada seseorang yang tidak memberi tahu status HIV-nya kepada pasangan seksualnya dengan asumsi bahwa HAM atas privasi dapat dilanggar untuk melindungi HAM orang lain (kepentingan umum). Ketakutan akan tanggung jawab pidana juga menimbulkan keengganan untuk mengetahui status HIV padahal tes HIV merupakan pintu masuk bagi layanan kesehatan dan psikososial yang komprehensif, khususnya pengobatan antiretroviral. Ketika kriminalisasi terwujud dalam peraturan, maka dapat muncul juga perasaan aman yang palsu (false sense of security), yaitu ketika orang merasa dirinya telah terlindungi dari HIV karena beranggapan bahwa orang lain pasti akan tunduk pada peraturan tersebut (yang belum tentu terdiseminasi dan dipatuhi merata). Maka konteks kriminalisasi penularan HIV tidaklah menghentikan penularan HIV, tetapi justru mengancam keadilan sosial, disinsentif bagi upaya kesehatan masyarakat, dan juga menyebabkan pelanggaran akan hak asasi manusia. (Siradj Okta , 2014)
Diskriminasi yang dialami ODHA baik pada unit pelayanan kesehatan, tempat kerja, lingkungan keluarga maupun di masyarakat umum harus menjadi prioritas upaya penanggulangan HIV dan AIDS. (Fatmah Afriyanti Gobel, http://www.kebijakanaidsindonesia.net, 2017)
Kontruksi ideal penerapanya prinsip keseimbangan dalam rahasia kedokteran penderita HIV/AIDS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut ; (1) Sisi Etika ; Dalam Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia tertera melakukan wajib simpan rahasia termasuk didalamnya rahasia status HIV/AIDS. Wajib simpan rahasia ini bukanlah suatu kewajiban yang mutlak tetapi suatu yag bersifat prima facie, sampai ada kewajiban yang lebih besar yang harus dijalankan seperti untuk melindungi pasangan seksual penderita HIV/AIDS atau untuk melindungi kepentingan masyarakat. (b) Dari sisi hukum; Dengan melihat sejarah dan perkembangan penanganan HIV/AIDS di Indonesia baik dalam bidang medis dan hukum terlihat bahwa begitu cepat dan begitu banyak produk hukum yang dikeluarkan hanya ntuk satu jenis penyakit. Juga bisa dilihat dalam proses perkembangan hukum di bidang HIV/AIDS selalu melibatkan kelompak komunitas yang berhubungan dengan HIV/AIDS.
Maka kontruksi hukum yang baik yang berguna bagi masyarakat adalah hukum yang baik yang mampu menyejahterakan sebagian besar masyarakat  namun juga bermanfaat bagi mereka yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang untuk mencapai kesejahteraan.

D. Simpulan
Perkembangan makna keseimbangan Rahasia Kedokteran pada penderita HIV/AIDS diawali dengan prinsip Rahasia Pasien sebagai dasar utama hubungan dokter-pasien tidak berubah sesuai Sumpah Hippocrates termasuk dalam rahasia pasien HIV/AIDS . Keseimbangan Rahasia pasien HIV/AIDS berkembang dalam menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan dunia kedokteran, dalam hal ini tenaga kesehatan/dokter dan ODHA serta juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih luas dalam program kesehatan masyarakat harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, juga keseimbangan antara tujuan dan sarana, antara sarana dan hasil, antara manfaat dan resiko yang ditimbulkan dari upaya kesehatan yang dilakukan. Perkembangan makna keseimbangan Rahasia Kedokteran pada penderita HIV/AIDS telah berlangsung dalam upaya penaggulangan HIV/AIDS yang terwujud dalam prinsip-prinsip yang memuat persetujuan tindakan (consent), kepastian kerahasiaan (confientiality), kepastian diagnosis (Correct Test) dengan konsekwensi pemberian layanan kesehatan ( Conect to) yang berupa Perawatan Dukungan Terapi ( Care Support and teratment). Prinsip-prinsip layanan ini dilaksanakan dengan komprehensif dan berkesinambungan.
Kontruksi ideal keseimbangan Rahasia Kedokteran pada pasien HIV/AIDS berlandaskan etika medis dinyatakan dalam Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia tertera melakukan wajib simpan rahasia termasuk didalamnya rahasia status HIV/AIDS. Wajib simpan rahasia ini bukanlah suatu kewajiban yang mutlak tetapi suatu yag bersifat prima facie, sampai ada kewajiban yang lebih besar yang harus dijalankan. Kontruksi hukum Rahasia Kedokteran dalam HIV/AIDS menitik beratkan pada upaya pencegahan stigmatisasi dan diskriminasi, Upaya kriminalisasi Rahasia Kedokteran dalam HIV/AIDS selaian menghambat populasi kunci dan mereka yang terpapar HIV/AIDS akan membatasi dirinya untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan dan hanya akan memberikan rasa aman yang palsu (false sense of security) yang justru akan menghambat penanggulangan HIV/AIDS .

E. Saran

Tantangan utama penaggulangan HIV/AIDS adalah masih adanya resistensi berupa stigma dan diskriminasi pada ODHA dan Populasi Kunci, maka pendidikan dan sosialisasi yang benar tentang HIV/AIDS sebaiknya ditingkatkan terus menerus supaya terjadi pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS yang akan mengurangi hambatan stigma dan diskriminasi. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, hal yang penting yang perlu mendapat perhatian tentang hukum sebagai pengatur perilaku masyarakat adalah perihal komunikasi hukum. Artinya bahwa agar hukum itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka hukum itu harus disebar seluas mungkin, sehingga melembaga dalam kehidupan masyarakat. (Isharyanto, 2016: 7-8)

Sesuai dengan teori Friedman bahwa berlakunya sistem hukum akan tergantung pada struktur, substansi dan kultur hukum, pada Rahasia Kedokteran menyangkut HIV/AIDS maka perlu pencerahan dan pendidikan pada institusi struktur hukum yang terlibat dalam penanganan HIV/AIDS . Substansi hukum yang bersifat diskriminatif dan punitif sebaiknya di tinjau ulang. Kultur hukum dalam rahasia Kedokteran HIV/AIDS juga harus diperbaiki dengan mengurangi kebiasaan stigma dan diskriminasi.
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